A
BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 115 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN

Menimbang

Mengingat

EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf angka

4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

;1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4365);















BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Tidak Terduga, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 21 Juli 2023
WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

A. MUJIB IMRON

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 115




























































VI.

MONITORING, DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

L.

SKPD Pengelola Belanja Tidak Terduga melakukan pembinaan
atas pelaksanaan belanja Tidak Terduga.

Pembinaan atas pelaksanaan Belanja Tidak Terduga meliputi
pemberian bimbingan, supervisi, konsultansi, monitoring, dan
evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja
tidak terduga.

Penerima belanja tidak terduga wajib memberikan
data/informasi/ keterangan apapun yang dibutuhkan dalam
rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan
pemeriksaaan oleh instansi yang berwenang.

Pengawasan atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja
tidak terduga dilakukan oleh APIP sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

A. MUJIB IMRON



























9. LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN PENYALURAN BANSOS YANG TIDAK DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

Nama SKPD
Tahun Anggaran :

TANGGAL |  NAMA WAJIB DASAR | JUMLAH
- BAYAR PENGEMBALIAN | PENGEMBALIAN

Tempat,tanggal ...............

Kepala BPKPD
(tanda tangan)
Nama Terang

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

A. MUJIB IMRON





